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Abstrak 

Kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan terpadu di Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai 

pengelola pelayanan publik di Kabupaten seyogyanya diukur berdasarkan Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) sebagai bahan evaluasi bagi institusi tersebut. Proses evaluasi terhadap pelaksanaan 

pelayanan terpadu selama ini hanya terbatas pada pelayanan perizinan yang ada di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar, belum dilakukan evaluasi 

secara menyeluruh terhadap layanan di MPP.  Selain itu evaluasi juga dilakukan terbatas secara 

kuantitatif, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi secara lebih komprehensif, salah satunya dengan 

penelitian secara kualitatif sebagai penyeimbang data hasil evaluasi. Tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisis Kepuasan Masyarakat di MPP Kabupaten Banjar. Desain penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif dan dengan menggunakan analisis kepuasan konsumen. Teknik penelitian adalah melakukan 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Responden penelitian adalah pihak DPMPTSP, petugas MPP 

dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Analisis data menggunakan model ServQual (service 

quality) dari Parasuraman dkk (1988). Hasil penelitian menunjukan bahwa semua indikator dari 

ServQual menunjukkan hasil positif terhadap kepuasan masyarakat. Indikator ServQual juga sejalan 

dengan item pertanyaan pada Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dalam Peraturan Menteri 

PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017. 

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kepuasan Masyarakat, Mal Pelayanan Publik 

 

 

 

 

 

 

https://j/
https://j/
https://j-innovative.org/index.php/Innovative


Copyright @ Ridwan Sya’rani, Beni Akhmad, Haris Utomo, Nur Khalisah, Indra Setiawan 

Abstract 

Satisfaction of public receiving integrated services at the Public Service Mall (MPP) as the manager of 

public services in the Regency should be measured based on the Community Satisfaction Survey 

(SKM) as an evaluation material for the institution. The evaluation process for the implementation of 

integrated services has so far only been limited to licensing services at the Banjar Regency Investment 

and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP), a comprehensive evaluation of the services at the 

MPP has not been carried out. Eventually, the evaluation was also carried out quantitatively, therefore 

a more comprehensive evaluation is needed, one of which is through qualitative research as a 

balancer for the evaluation data. The aim of this study was to analyze Community Satisfaction at the 

Banjar Regency Public Service Mall. The design of this study is qualitative descriptive and uses 

consumer satisfaction analysis. The research technique was carried out by interviews, observations and 

documentation to obtain data from the internal and external environments. The respondents were the 

DPMPTSP, MPP officers and the community as service users. Data analysis used the ServQual model 

(service quality) from Parasuraman et al (1988). The results of the research showed that all ServQual 

indicators showed positive results on community satisfaction. The ServQual indicator is also in a row 

with the question items in the Public Satisfaction Survey in accordance with Permen PAN-RB Number 

14 of 2017. 

Keywords: Public Service, Community Satisfaction, Public Service Mall 

 

PENDAHULUAN 

Pelayanan terpadu di daerah dipusatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai 

pengelola pelayanan publik di Kabupaten secara berkala dievaluasi dengan Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bahan evaluasi bagi institusi tersebut.  Evaluasi 

tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 

Proses evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu selama ini hanya terbatas 

pada pelayanan perizinan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP), belum dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap layanan di 

MPP.  Selain itu evaluasi juga dilakukan terbatas secara kuantitatif, oleh karena itu perlu 

dilakukan evaluasi secara lebih komprehensif, hal tersebut mengingat MPP juga 

merupakan tempat interaksi antara pemerintah dan masyarakat melalui pelayanan 

terpadu.  Kinerja pemerintah secara keseluruhan dinilai dari beberapa aspek, yaitu aspek 

keuangan, learning and growth, pengguna layanan dan proses internal.  

Proses evaluasi tersebut dimaksudkan untuk peningkatan kualitas pelayanan terpadu 

untuk mewujudkan pelayanan prima (service excellence) terhadap masyarakat. 
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Pengukuran evaluasi tersebut bertujuan untuk: (1) melibatkan masyarakat sebagai 

pengguna layanan dalam penilaian kinerja penyelenggara pelayanan; (2) meningkatkan 

kualitas penyelenggara pelayanan publik; (3) meningkatkan inovasi penyelenggara 

pelayanan publik, dan (4) mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses 

pelayanan publik. 

Tujuan penelitian adalah menganalisis Kepuasan Masyarakat Di Mal Pelayanan Publik 

Kabupaten Banjar dengan target luaran berupa artikel Jurnal Nasional Terakreditasi dan 

buku tentang Pelayanan Publik. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian tipe deskriptif. 

Adapun peneliti mengambil pendekatan ini karena masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini akan relevan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.  Menurut Bog dan 

Taylor dalam Moleong (2010), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian dengan hasil 

berupa data deskriptif berbentuk berupa kata tertulis atau lisan dari responden dan 

perilaku yang teramati. Pendekatan kualitatif ini diterapkan dalam penelitian ini karena 

sesuai dengan judul topik dan tujuan penelitian.  

Proses penelitian berlangsung pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2024 di 

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banjar. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala 

Dinas dan Sekretaris Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Banjar, Petugas layanan MPP Kabupaten Banjar dan 5 (lima) orang masyarakat yang 

melakukan proses pelayanan perizinan.  Data diambil dengan menggunakan teknik 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data interaktif Miles dan 

Huberman (1992) diterapkan yang terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data 

dan verifikasi atau pengambilan kesimpulan. 

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kabupaten Banjar memulai proses pembentukan MPP sejak tahun 2019 dan 

ditetapkan melalui Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mal Pelayanan 

Publik Kabupaten Banjar, hingga akhirnya dibuka secara resmi pada awal tahun 2020.  

Saat awal pengukuhan MPP Kabupaten Banjar, dilakukan Kesepakatan Bersama (MoU) 

dengan 11 instansi vertikal dan 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten 

Banjar.  Pengelolaan MPP Kabupaten Banjar secara struktur berada di bawah Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pengelola utama MPP.  

Operasional MPP dilakukan bersama-sama dengan pengelola pendukung yaitu instansi 

atau unit layanan yang memberikan pelayanan di MPP. 

Service Quality (Parasuraman, 1988) 

(tangibles, reliability, responsiveness, assurance, 

empathy.) 

Kepuasan Masyarakat 

Survei Kepuasan Masyarakat  

(Permenpan RB No. 14/2017) 

Mal Pelayanan Publik  

(Perpres Nomor 89/2021) 
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Gambar 2. Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banjar 

Tangibles (Bukti Fisik) 

Kelengkapan MPP Kabupaten Banjar sedari awal dikembangkan sejak tahun 2019 

sudah cukup untuk menunjang pelayanan terhadap masyarakat. Fasilitas yang tersedia 

cukup memberi kenyamanan bagi pengunjung yang melakukan proses pelayanan 

perizinan di MPP. Fasilitas untuk pelayanan masyarakat tersebut penting untuk 

kenyamanan pengunjung.  Peralatan penunjang layanan juga tersedia seperti monitor 

informasi, pendingin ruangan serta peralatan pendukung disabilitas. Hal tersebut 

bersesuaian dengan pendapat (Satwiko, 2009) bahwa kenyamanan terhadap suatu hal dan 

perasaan nyaman adalah penilaian seseorang secara komprehensif  terhadap lingkungan 

sekitarnya. 

Reliability (Keandalan) 

Pelayanan di MPP mengacu pada SOP yang telah ditetapkan dengan Perbup Banjar 

Nomor 58 Tahun 2019. Kemudahan prosedur pelayanan mengacu pada bagaimana suatu 

layanan publik dirancang untuk menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien dalam 

memberikan layanan kepada pengguna atau pelanggan. Tujuan utamanya adalah untuk 

meminimalkan hambatan yang mungkin dihadapi oleh pengguna selama proses 

mendapatkan layanan, serta memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses oleh 

semua orang dengan adil dan efektif.  Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Boyne et al. 

(2006), terkait bagaimana organisasi sektor publik merancang, mengimplementasikan, dan 

memperbaiki layanan yang mereka berikan kepada masyarakat. Reliabilitas terhadap 

kepuasan masyarakat juga terkait dengan peniadaan biaya layanan yang ada di MPP.   Hal 

ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan hak layanan dengan cuma-cuma tanpa 

perlu ada biaya tambahan apapun. 

Responsiveness (Daya Tanggap) 
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Responsiveness terhadap layanan publik mengacu pada sejauh mana MPP selaku 

penyedia layanan publik merespon kebutuhan, harapan, dan masukan dari masyarakat. Ini 

merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 

memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan harapan.  Hal ini tercermin dari 

ketepatan waktu dan penanganan pengaduan yang ada di MPP. Kesigapan terhadap 

layanan tersebut akan membentuk persepsi positif dari kalangan masyarakat terhadap 

pelayanan pemerintah.  Menurut Vigoda (2002), responsivitas dapat secara signifikan 

mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan publik. Ketika layanan 

publik menunjukkan responsivitas yang tinggi yakni, merespon dengan cepat, tepat, dan 

sesuai dengan keperluan serta harapan masyarakat, hal ini akan meningkatkan kepuasan 

warga terhadap layanan yang diberikan. 

Assurance (Jaminan) 

Komponen assurance dalam pelayanan publik meliputi kompetensi, yaitu 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh petugas pelayanan dalam melaksanakan 

tugasnya. Kompetensi mencakup pemahaman terhadap prosedur, peraturan, dan 

kemampuan teknis yang diperlukan untuk memberikan layanan secara efektif. Kemudian 

kredibilitas yang dimaknai sebagai tingkat kepercayaan yang dirasakan masyarakat 

terhadap penyedia layanan. Hal ini dipengaruhi oleh reputasi, integritas, dan konsistensi 

pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hasil pengamatan, semua petugas sudah 

mempunyai kemampuan dan pengetahuan dalam menghadapi masyarakat sebagai 

pelanggan MPP.  Semua petugas dari petugas keamanan, front office,  customer service, 

dan semua petugas pelayanan berusaha melayani masyarakat dengan baik. Kesopan 

santunan juga diterapkan dalam melayani masyarakat semaksimal mungkin, 

bagaimanapun sikap pelanggan akan diusahakan untuk ditangani dengan baik.   

Empathy (Empati) 

Empati menurut Rogers (1986) menekankan pentingnya empati dalam hubungan 

terapeutik dan komunikasi. Dia percaya bahwa empati adalah kemampuan untuk 

sepenuhnya memahami dan menerima perasaan dan pengalaman orang lain tanpa 

menghakimi.  Hal ini termasuk perhatian dan kepedulian yang diberikan kepada 

pelanggan tanpa memandang perbedaan, termasuk pemahaman terhadap kebutuhan 

dan situasi pelanggan yaitu masyarakat. Hal tersebut termasuk kemampuan untuk 

memberikan perhatian pribadi kepada setiap pelanggan.  Kemampuan petugas pelayanan 

memenuhi kebutuhan pelanggannya memenuhi prinsip empati, sebagaimana 



Copyright @ Ridwan Sya’rani, Beni Akhmad, Haris Utomo, Nur Khalisah, Indra Setiawan 

disampaikan oleh Cockerell (2023) yang menekankan pentingnya empati dalam 

memberikan pelayanan pelanggan yang luar biasa. Salah satu prinsip utama empati 

adalah kemampuan untuk memahami kebutuhan dan perasaan pelanggan, serta 

memberikan respons yang tepat untuk membangun hubungan yang positif dan 

berkelanjutan.  

 

SIMPULAN 

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten 

Banjar sudah sesuai dengan teori kualitas pelayanan (service quality/SERVQUAL).  Faktor 

tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy yang ada memenuhi harapan 

masyarakat yang melakukan pelayanan di MPP Kabupaten Banjar.  Keterkaitan 

SERVQUAL dengan item-item evaluasi MPP sesuai Permenpan Nomor 14/2017 adalah 

faktor tangibles terwakili oleh item kualitas sarana prasarana.  Faktor reliability 

tergambarkan dengan item kesesuaian persyaratan dengan jenis layanan, pemahaman 

tentang kemudahan prosedur pelayanan, arif layanan dan kesesuaian produk layanan 

dengan standar layanan, responsiveness diwakili oleh item penanganan pengaduan dan 

kecepatan waktu pelayanan, assurance diwakili oleh kompetensi petugas layanan dan 

terakhir, empathy digambarkan dengan item perilaku petugas pelayanan. 
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